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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN  BUPATI  PATI 

NOMOR  22  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 81 TAHUN 

2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI,  

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 

119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang 

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona 

Virus Desease 2019 (Covid 19), serta Pengamanan Daya Beli 

Masyarakat dan Perekonomian Nasional,  Kepala Daerah 

diminta untuk melakukan penyesuaian target pendapatan 

Transfer ke Daerah, Dana Desa dan  Pendapatan Asli 

Daerah serta Rasionalisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang 

dan Jasa dan Belanja Modal; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 

dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang 

Penetepan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi 

Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu 

dilakukan penyesuaian terkait Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa; 

c. bahwa . . . 

SALINAN 



- 2 - 

 

 

c. bahwa  penyesuaian target pendapatan daerah dan 

penyesuaian belanja daerah dilakukan dengan cara 

merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, 

untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau 

ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2020; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2020, apabila terjadi perubahan akibat adanya 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya 

kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, Pemerintah 

Daerah dapat melakukan pengeluaran dalam pergeseran 

anggaran, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang . . . 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

10. Undang-Undang . . . 
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10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

6485); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan . . . 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321);  

22. Peraturan . . . 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan . . . 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 

tentang Penetepan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana 

Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 133); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 13); 

34. Peraturan . . . 
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34. Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 82), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 18); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR  81 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH  KABUPATEN  PATI TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 81 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 82), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Pati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 18), diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi  

sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati  

Tahun Anggaran 2020  terdiri atas : 

a. PENDAPATAN 

1. Pendapatan Asli Daerah  

Semula  Rp. 351.859.894.000,00 

Berkurang (Rp 44.463.000,00) 

Jumlah setelah perubahan Rp 351.815.431.000,00 
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2. Dana Perimbangan      

 Semula  Rp.1.684.334.678.000,00 

 Berkurang (Rp   188.183.987.000,00) 

 Jumlah setelah perubahan Rp 1.496.150.691.000,00 

 

3. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah   

Semula  Rp. 797.152.200.000,00 

Berkurang (Rp 7.158.374.000,00) 

Jumlah setelah perubahan Rp 789.993.826.000,00 

 Rp 2.637.959.948.000,00 

b. BELANJA  

1. Belanja Tidak Langsung   

a) Belanja Pegawai   

 Semula  Rp.1.129.380.414.000,00 

 Berkurang (Rp     70.775.525.000,00) 

Jumlah setelah perubahan Rp.  1.058.604.889.000,00 

b) Belanja Bunga  Rp.  0,00 

c) Belanja Subsidi   Rp.  0,00 

d) Belanja Hibah   

 Semula  Rp. 47.057.119.000,00 

 Berkurang (Rp 766.600.000,00) 

Jumlah setelah perubahan  Rp.  46.290.519.000,00 

e) Belanja Bantuan Sosial    

 Semula  Rp. 13.379.500.000,00 

 Berkurang (Rp 8.107.500.000,00) 

 Jumlah setelah perubahan  Rp.  5.272.000.000,00 

f) Belanja Bagi Hasil   Rp.  11.500.000.000,00 

g) Belanja Bantuan Keuangan   

 Semula  Rp. 651.626.495.000,00 

 Berkurang (Rp 27.538.607.000,00) 

 Jumlah setelah perubahan  Rp.  624.087.888.000,00 

h) Belanja Tidak Terduga   

 Semula  Rp. 29.547.700.000,00 

 Bertambah Rp 17.075.272.000,00 

 Jumlah setelah perubahan Rp 46.622.972.000,00 

Jumlah   Rp 1.792.378.268.000,00 

2. Belanja Langsung  

a) Belanja Pegawai  

Semula  Rp. 26.590.485.500,00 

Berkurang (Rp      1.171.060.500,00) 

Jumlah setelah perubahan Rp 25.419.425.000,00 
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b) Belanja Barang dan Jasa  

Semula  Rp. 699.316.968.880,00 

Berkurang (Rp    69.162.519.300,00) 

Jumlah setelah perubahan Rp 630.154.449.580,00 

 

c) Belanja Modal   

Semula  Rp. 338.919.089.620,00 

Berkurang (Rp    34.940.284.200,00) 

Jumlah setelah perubahan Rp 303.978.805.420,00 

 Rp 959.552.680.000,00 

  Jumlah Belanja Rp. 2.751.930.948.000,00 

(Defisit) (Rp   113.971.000.000,00) 

 

 

c. PEMBIAYAAN  : 

1. Penerimaan  Rp 123.971.000.000,00 

2. Pengeluaran    Rp.    10.000.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto       Rp  113.971.000.000,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.  0,00 

  tahun berkenaan.    

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

5. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal  II 

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 20 April 2020 

BUPATI PATI, 

 

     ttd. 

 

HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 20 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  

                     

  ttd.   

 

 SUHARYONO 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR  22 

 

 

 


